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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek kebijakan yang
diterapkan dalam penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan khususnya yang dilakukan pada pusat litbang dilingkungan Badan
Litbang Kemendagri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan
Merilee S, Grindle, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terlaksana
dengan baik apabila ada kemampuan/kapasitas dalam implementasinya (Capacity of
Implementability) yang dipengaruhi oleh 2 Aspek yaitu Aspek Isi Kebijakan (Content
of Policy) dan Aspek Lingkungan Implementasi (Context of Implementation).

Pendekatan penelitian Implementasi kebijakan Penelitian dan Pengkajian
menggunakan pendekatan rancangan penelitian kualitatif, dan metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif, metode ini digunakan karena dapat membantu
menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian pada
Badan Litbang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah
dokumen.

Adapun Implementasi penelitian dan pengkajian yang ditetapkan oleh Badan
Litbang Kemendagri melalui regulasi yang berbentuk Permendagri 17/2016 pada
dasarnya bisa mengakomodir seluruh kegiatan penelitian dan pengkajian, baik dasar
penentuan judul dari suatu penelitian dan pengkajian serta sampai dengan
penyusunan dan pelaporan akhir dari hasil kegiatan penelitian dan pengkajian
tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu atau bisa dikatakan dalam segi
implementasi, terdapat kekurangan atau ketidaktepatan dasar kebijakan atau aturan
yang dianggap para stakeholder justru menyusahkan para stakeholder tersebut dalam
pengimplemtasiannya.

vii



Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian
tersebut sebagai proses administrasi dapat tergambar dan dijelaskan secara
komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam Aspek Isi Kebijakan
(Content of Policy) terkait implementasi penelitian dan pengkajian yang dilakukan
Badan Litbang Kemendagri lebih mengarah kearah yang positif (baik).

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian
tersebut sebagai proses politik dapat tergambar dan dijelaskan secara komprehensif
melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam Aspek Lingkungan Implementasi
(Context of Implementation) yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri lebih
mengarah kearah yang negatif (buruk).
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This study aims to explain the aspects of the policies applied in research and
studies carried out by the Research and Development Agency, especially those carried
out at R&D centers within the Ministry of Home Affairs Research and Development
Agency. The approach used is an approach based on Merilee S, Grindle, which states
that policy implementation can be carried out well if there is capability/capacity in its
implementation (Capacity of Implementability) which is influenced by 2 aspects,
namely the Policy Content Aspect (Content of Policy) and Implementation
Environmental Aspects (Context of Implementation).

Research approach Implementation of research and assessment policies using
a qualitative research design approach, and the research method used is descriptive
method, this method is used because it can help illustrate how the implementation of
research and assessment policies at the Research and Development Agency. Data
collection is done by interview, observation and document review.

The implementation of research and assessment determined by the Ministry of
Home Affairs Research and Development through regulations in the form of
Permendagri 17/2016 can basically accommodate all research and study activities,
both the basis for determining the title of a research and study as well as up to the
preparation and final reporting of the results of research activities and the study. But
over time or it can be said in terms of implementation, there are shortcomings or
inaccuracies in the basis of policies or rules that are considered by the stakeholders
to be difficult for these stakeholders in their implementation.

The achievement of the implementation of research and assessment policies as
an administrative process can be described and explained comprehensively through
the subaspects included in the Content of Policy related to the implementation of
research and studies conducted by the Ministry of Home Affairs Research and
Development Agency which leads to a positive direction.

The achievement of the implementation of research and assessment policies as
a political process can be described and explained comprehensively through sub-
aspects included in the Context of Implementation carried out by the Ministry of
Home Affairs Research and Development Agency which leads to a negative direction.
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengaruh globalisasi membawa perubahan dan reformasi birokrasi
di Indonesia. Perubahan tersebut membawa dampak pada arah kebijakan
pembangunan di Indonesia. Kebijakan pembangunan sangat didukung oleh
oleh peran perumus kebijakan yang menghasilkan produk kebijakan yang
mendukung program pembangunan yang saat ini menjadi program prioritas di
Indonesia.

Perumusan  kebijakan ~ pembangunan  dilakukan  dengan
mempertimbangkan analisis dan kajian yang dilakukan sepenuhnya oleh
lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang membantu dalam perumusan
kebijakan pembangunan dimaksud. Kebijakan pembangunan yang dihasilkan
melalui penelitian dan kajian yang dilakukan adalah suatu hal yang sangat ideal
dalam penerapannya. Secara faktual dapat dikatakan menghadapi berbagai
permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit
dan konsisten. Dalam konteks permasalahan dimaksud, tentunya tidak terlepas
dari pengaruh dinamika akibat adanya perubahan atau terbukanya fenomena
cara pandang di kalangan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan-kegiatan pemerintah baik yang berupa pelayanan
masyarakat maupun program-program pembangunan selalu bermula dari

kebijakan. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah



pemerintahan. Kebijakan yang dipilih pemerintah harus mampu membawa
perubahan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan mutu
pelayanan publik, serta terlaksananya pembangunan. Hal tersebut bermakna
bahwa kebijakan yang dirumuskan pemerintah harus benar-benar berkualitas.
Namun demikian, Nugroho dalam Pasolong (2011:41) mengatakan tidak
sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah tapi malah menciptakan
masalah baru. Namun demikian Nugroho dalam Pasolong (2011:41)
mengatakan tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah tapi
malah menciptakan masalah baru.

Atas pertimbangan dimaksud, Pemerintah seyogianya mampu
menjadi fasilitator yang handal dalam upaya percepatan otonomi daerah,
sekaligus menjadi mediator bagi kepentingan hajat hidup masyarakat secara
luas. Ini semua tentunya dapat diwujudkan melalui suatu kearifan dalam
perumusan langkah dan kebijakan yang secara berkualitas dapat menjadi
payung dan tuntunan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di era
otonomi daerah saat ini. Disinilah dukungan jejaring atau stakeholders
pemerintahan sangat diperlukan dalam mengemban posisi strategis tersebut
sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, baik dalam lingkungan institusi
pemerintahan itu sendiri maupun non-pemerintah.

Kegiatan-kegiatan pemerintah baik yang berupa pelayanan
masyarakat maupun program-program pembangunan selalu bermula dari
kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan harus berkualitas, dalam menghasilkan

kebijakan berkualitas dimaksud harus didukung data yang valid, informasi



yang faktual, dan direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat.
Masalahnya, tidak sedikit kebijakan yang tidak memecahkan masalah bahkan
malah menciptakan masalah baru. Dari itu disadari suatu tahap penting dari
kebijakan adalah perumusannya. Dalam proses perumusan kebijakan,
diperlukan dukungan pengetahuan seputar kebijakan sebagai bahan
pertimbangan, salah satunya melalui hasil penelitian dan pengembangan. Atas
dasar inilah peran pentingnya institusi penelitian dan pengembangan dalam
perumusan kebijakan.

Penelitian dan pengembangan sangat penting dalam perkembangan
kehidupan dan peradaban. Melalui penelitian dan pengembangan, berbagai
pengetahuan baru bermunculan, rentetan teknologi baru terus dikembangkan.
Berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi umat manusia amat mungkin
ditemukan jawabannya melalui penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengembangan di Indonesia masih menjadi hal yang
dianggap penting, baik sistem pendanaan yang belum mendukung penuh,
skema penelitian dan pengembangan dengan sistem sekarang lebih
mengutamakan capaian administratif ketimbang substansi, pusat penelitian dan
pengembangan yang ada di lembaga pemerintah dan perguruan tinggi yang

belum mendukung.



Dalam kurun waktu tahun 1996-2018, SCIMAGO INSTITUTIONS
RANKINGS memberikan peringkat kegiatan penelitian dan pengembangan
kepada seluruh dunia yang menjalankan kegiatan penelitian dan

pengembangan. Sebagaimana dimaksud pada gambar grafik 1.1 di bawah ini:

Peringkat Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Dunia
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Gambar 1.1 : Peringkat Kegiatan Litbang di Dunia Tahun 1996-2018

sumber : https://www.scimagojr.com/countryrank.php yang diakses pada tanggal 8
Agustus 2019 Pkl. 10.36 WIB


https://www.scimagojr.com/countryrank.php

Dari  Gambar 1.1 menunjukan kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh negara Indonesia menduduki peringkat ke

48 dari 239 negara dalam kawasan dunia.

Gambar 1.2

Peringkat Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Asia
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Gambar 1.1 : Peringkat Kegiatan Litbang di Asia Tahun 1996-2018

sumber : https.//www.scimagojr.com/countryrank.php yang diakses pada tanggal 8
Agustus 2019 Pkl. 10.37 WIB

Dari grafik 1.2 menunjukan kegiatan penelitian dan pengembangan
yang dilakukan oleh negara Indonesia menduduki peringkat ke 11 dari 33
negara dalam kawasan Asia, masih kalah dengan negara tetangga seperti

Singapura, Thailand, dan Malaysia.


https://www.scimagojr.com/countryrank.php

Di lingkup Kementerian Dalam Negeri Pelaksanaannya dimulai dari
tahun 2012 sampai dengan 2018 bahkan hingga sekarang, dalam perjalanannya
beberapa kali perubahan kebijakan yang mendukung kegiatan penelitian dan
pengembangan. Dari kebijakan pertama yang diakomodir oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 dan didukung kembali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014, hingga akhirnya pada tahun
2016 diterbitkan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2016 yang mensimplifikasikan ketiga peraturan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri selaku pembina berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri,
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam
negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi antara lain pengoordinasian, pembinaan dan
pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai sumber daya
manusia sebanyak 228 Orang yang terdiri dari 190 orang pejabat struktural dan
pelaksana serta 38 orang fungsional peneliti, hal ini menjadi sangat ironis yang
harusnya suatu lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan
Pengembangan yang idealnya harus lebih banyak fungsional penelitinya.

Tetapi dalam kenyataan jumlah strukturalnya yang melebihi fungsional



penelitinya. Dalam suatu lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan
Pengembangan yang harusnya memiliki porsi perbandingan 2 fungsional : 1
struktural. Sebagaimana digambarkan pada grafik 1.3 dibawah ini:

Gambar 1.3
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sumber : data sistem kepegawaian Badan Litbang Kemendagri Tahun 2019

Begitupun dalam halnya sisi anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan selama kurun waktu Tahun 2015 - 2018 pagu anggaran
kegiatan penelitian dan pengembangan lebih cenderung turun, seperti

digambarkan pada grafik 1.4 dibawah ini:



Gambar 1.4
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sumber : data LAKIP Badan Litbang Tahun 2015-2018

Dari awal penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2016 telah dirancang aplikasi untuk memudahkan pengguna kegiatan
penelitian dan pengembangan dalam melewati prosedur kegiatan penelitian
dan pengembangan dimaksud. Aplikasi e-kelitbangan seharusnya menjadi
sarana untuk mempermudah segala kegiatan penelitian dan pengembangan
tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu sampai saat ini tidak berjalan
dengan yang diharapkan, ini terjadi karena tidak konsistennya pusat litbang di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan yang
menggunakan/mengaplikasikan e-kelitbangan. seperti digambarkan pada

gambar 1.5



Gambar 1.5

sumber : https://litbang.kemendagri.go.id/ yang diakses pada tanggal 8
Agustus 2019 Pkl. 10.37 WIB

Selama berjalannya implementasi  kebijakan  berdasarkan
Permendagri 17 Tahun 2016 belum sampai dengan penerbitan jurnal ilmiah
seperti yang diamanatkan oleh Permendagri tersebut. Dari tabel yang di dapat
oleh peneliti bisa disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan litbang hanya
menyelesaikan sampai tahap ringkasan eksekutif dan dokumentasi
perpustakaan (laporan akhir). Tetapi dari jurnal yang diterbitkan oleh Badan
Litbang Kemendagri selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 tidak
ada satupun judul yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan

pengkajian yang diterbitkan sebagai jurnal ilmiah, yang seharusnya hingga


https://litbang.kemendagri.go.id/

output ini pihak pelaksana melakukan hal tersebut. Seperti disajikan dalam

Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Tahun Jurnal yang Terbit Rﬁﬁgﬁ;ﬁg?gﬁ;gﬁg f
2016 14 Jurnal 25 Laporan
2017 46 Jurnal 27 Laporan
2018 46 Jurnal 27 Laporan
2019 32 Jurnal 32 Laporan

Sumber : Data Badan Litbang (diolah)

Ini menjadi sangat miris karena yang harusnya lembaga fungsional
yang berjalan di fungsi penelitian dan pengembangan tetapi tugas dan fungsi
tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, ini berbanding terbalik dengan tugas dan
fungsi litbang menjadi hal yang sangat penting untuk di prioritaskan terutama
dalam mengkaji bahkan sampai menerapkan rancangan kebijakan yang akan
diterapkan pada kedepannya. Sehingga lembaga penelitian dan pengembangan
menjadi lembaga yang strategis Khususnya bagi kebijakan yang akan
dilahirkan/dihasilkan.

Berdasarkan pengamatan sementara, peneliti melihat bahwa
implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 belum
bisa mendorong jalannya kegiatan litbang di lingkup Pusat Litbang Badan
Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik
untuk meneliti aspek dan sub aspek khususnya dalam bidang penelitian dan
pengkajian saja yang perlu difokuskan dalam rangka memperbaiki strategi/cara
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam pembinaan penelitian

dan pengkajian guna mendorong tumbuhkembangnya litbang melalui
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implementasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang sesuai diterapkan

di Indonesia.

Rumusan Permasalahan

Bagaimana implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian yang
diterapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

17 Tahun 20167?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek dan subaspek
implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian yang perlu diterapkan oleh
Badan Litbang Kemendagri dalam kegiatan penelitian dan pengkajian yang

mendukung tugas dan fungsi dari Badan Litbang Kemendagri.

Manfaat Penelitian
1. Akademik
Manfaat penelitian terhadap kepentingan akademik adalah
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi negara
konsentrasi manajemen kebiijakan pembangunan khususnya aspek dan
subaspek implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian yang perlu

diterapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam
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pembinaan litbang guna mendorong efektifnya penelitian dan pengembangan

pada pusat litbang Kementerian Dalam Negeri.

2. Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta
referensi bagi para pengambil kebijakan dan analis kebijakan mengenai aspek
dan subaspek kebijakan penelitian dan pengkajian yang perlu diterapkan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam pembinaan litbang guna
mendorong efektifnya penelitian dan pengembangan pada pusat litbang

Kementerian Dalam Negeri.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi penelitian dan pengkajian yang ditetapkan oleh Badan
Litbang Kemendagri melalui regulasi yang berbentuk Permendagri 17/2016
pada dasarnya sudah mengakomodir dasar dan tahapan seluruh kegiatan
dimaksud, baik dasar penentuan judul dari suatu penelitian dan pengkajian
serta sampai dengan penyusunan dan pelaporan akhir dari hasil kegiatan
penelitian dan pengkajian tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu atau bisa
dikatakan dalam segi implementasi, terdapat kekurangan atau ketidaktepatan
dasar kebijakan atau aturan yang dianggap para stakeholder justru
menyusahkan para stakeholder tersebut dalam pengimplemtasiannya.

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian
tersebut merupakan proses administrasi dan proses politik yang dapat
tergambar dan dijelaskan secara komprehensif melalui subaspek-subaspek
yang termasuk dalam aspek isi kebijakan (content of policy) dan aspek
lingkungan implementasi (context of implementation) serta strategi
implementasi kebijakan berdasarkan kedua aspek tersebut yang dilakukan

Badan Litbang Kemendagri yaitu:



a.

Aspek Isi Kebijakan (Content of Policy)

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan

pengkajian tersebut sebagai proses administrasi dapat tergambar dan

dijelaskan secara komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk

dalam Aspek Isi Kebijakan (Content of Policy) terkait implementasi

penelitian dan pengkajian yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri

lebih mengarah kearah yang positif (baik), lebih detail dan rinci lagi bisa

dijelaskan sebagai berikut:

1)

2)

Sub Aspek Kepentingan Kelompok Sasaran

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif
sesuai pedoman penelitian dan pengkajian yang diterbitkan melalui
Permendagri 17/2016 telah mengakomodir pelaksana yaitu pusat
litbang sebagai pelaksana kegiatan, dengan tahapan dan mekanisme
yang disajikan dalam bentuk aturan hukum menjadikan pelaksana
melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian khususnya pengkajian
aktual agar maksimal dan bermanfaat bagi Badan Litbang khususnya
dan pusat litbang pada umumnya. Melewati melalui proses
perencanaan, pelaksanaan dan hingga proses akhir yang mempunyai
hasil akhir berupa output laporan yang dilaporkan kepada Menteri
Dalam Negeri.
Sub Aspek Derajat Perubahan yang diinginkan

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif

dimana dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai
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3)

4)

5)

apabila pemerintah menyadari akan pentingnya penelitian dan
pengkajian dalam setiap perumusan suatu kebijakan, derajat perubahan
yang diinginkan oleh stakeholder terhadap pedoman penelitian dan
pengkajian ini adalah hasil yang ditetapkan dengan berpedoman pada
penelitian dan pengkajian ini bisa digunakan oleh para stakeholder
tersebut. Misalnya terbentuknya indeks inovasi daerah dengan
indikator yang lebih tepat.
Sub Aspek Letak Pengambilan Keputusan

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan negatif
karena pengambilan keputusan lebih ke arah otoriter. Seperti kita
ketahui struktur birokrasi pemerintahan di Indonesia masih bersifat
dan berjenjang, sehingga peran dari bawah, menengah hingga
pimpinan tertinggi menjadi sangat sentral.
Sub Aspek Pelaksana Program

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif,
karena pelaku penelitian dan pengkajian sepenuhnya menjalankan
kegiatannya sesuai dengan aturan hukum/pedoman yang diterbitkan.
Sampai pada tingkat bawah yaitu pelaksana agar paham akan tahap-
tahap penelitian dan pengkajian sesuai Permendagri 17/2016 agar
menghasilkan output yang lebih baik dan efektif.
Sub Aspek Sumber Daya yang dilibatkan

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif, bisa

dilihat dari Sumber daya yang dilibatkan merupakan aspek yang

114



mendukung keberhasilan implementasi dimana penentuan sumber
daya yang dilibatkan harus tepat dan sesuai dengan tujuan kebijakan
telah ditetapkan hal ini dilakukan karena adanya sumber daya yang
langka dan bervariasi di setiap pusat litbang, Namun kurangnya
penguatan kompetensi sumber daya manusia, sumber daya keuangan
dan sumber daya sarana serta prasarasana yang mendukung jalannya
penelitian dan pengembangan yang akan berdampak pada komitmen
untuk dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian tersebut sehingga
dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh
masing-masing pusat juga tidak sama. Hal ini dikarenakan
ketidaksamaan sumber daya pengelolanya, sumber daya anggaran
serta sumber daya pendukung sarana dan prasaranannya pada tiap
pusat litbang berbeda-beda.
b. Aspek lingkungan implementasi (context of implementation)

Adapun pencapaian implementasi kebijakan penelitian dan
pengkajian tersebut sebagai proses politik dapat tergambar dan dijelaskan
secara komprehensif melalui subaspek-subaspek yang termasuk dalam
Aspek Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) yang
dilakukan Badan Litbang Kemendagri lebih mengarah kearah yang negatif
(buruk), lebih detail dan rinci lagi bisa dijelaskan sebagai berikut::

1) Sub Aspek Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan negatif,

dimana kekuasaan yang berwenang pada saat implementasi kebijakan
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2)

3)

penelitian dan pengkajian menjadi dominan dibandingkan dengan
kerangka kebijakannya, ini dikaitkan dengan pertimbangan yang akan
diimplementasikan terhadap seluruh tahapan dan mekanisme dalam
pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Badan
Litbang Kemendagri.
Sub Aspek Karakteristik lembaga dan penguasa

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan negatif,
dengan pertimbangan karakteristik lembaga dan penguasa dapat
berjalan efektif dan efisien serta dapat tertata dengan baik maka
diperlukan wadah dimana aktor-aktor yang telah direkrut untuk
melaksanakan  tugas dan fungsi tersebut dalam  suatu
lembaga/organisasi. Oleh sebab itu pemimpin yang berpihak dan
mempunyai komitmen yang kuatlah yang dapat mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan penelitian dan pengkajian.
Sub Aspek Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Sub aspek ini lebih mendukung ke arah perubahan positif,
Karena dalam suatu organisasi litbang suatu kepatuhan terhadap
kebijakan yang diperuntukan bagi suatu organisasi menjadi sangat
penting dalam perjalanan suatu organisasi, sehingga respon dari
pelaksana menjadi kebutuhan yang sangat dilakukan. Contohnya
kebijakan penelitian dan pengkajian yang dilakukan sesuai dengan

prosedur maka outputnya jg bisa dikatakan baik dan bermanfaat.
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B. Saran
Adapun saran dan masukan agar implementasi kebijakan penelitian
dan pengkajian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri supaya bisa
maksimal dan efektif dalam aspek dan subaspek meliputi:
a. Aspek Isi Kebijakan (Content of Policy)

Dalam aspek isi kebijakan tidak semuanya bisa diberikan dalam
masukan dan saran kerena ada beberapa yang sudah mengarah ke arah
perubahan yang positif, peneliti hanya memfokuskan pada sub aspek letak
pengambilan keputusan karena hal ini dianggap penting dan strategis untuk
peneliti berikan masukan, sebagai berikut:

Letak Pengambilan Keputusan

Sangat perlu dibentuknya Tim ahli independen yang berkedudukan sebagai
katalisator segala kegiatan penelitian dan pengkajian. Hal ini bermaksud
juga agar mengurangi intervensi dari pimpinan tinggi yang belum tentu
tepat pengambilan kebijakannya, dengan dibentuknya Tim ahli ini juga
diharapkan kualitas kegiatan penelitian dan pengkajian menjadi lebih
optimal dan bermanfaat khususnya bagi Menteri Dalam Negeri sebagai
penerima langsung manfaat tersebut.

b. Aspek Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

Dalam aspek lingkungan implementasi tidak semuanya bisa diberikan
dalam masukan dan saran kerena ada beberapa yang sudah mengarah ke
arah perubahan yang positif, peneliti hanya memfokuskan pada sub aspek

Karakteristik lembaga dan penguasa serta Sub Aspek Karakteristik
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lembaga dan penguasa karena hal ini dianggap penting dan strategis untuk

peneliti berikan masukan, sebagai berikut:

1)

2)

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Melakukan revisi Permendagri 17/2016 karena peneliti anggap
aturan/pedoman ini masih belum sepenuhnya mengakomodir apabila
terjadi benturan-benturan antara pelaksana kegiatan penelitian dan
pengkajian dengan pimpinan tinggi sebagai pemegang kuasa penuh
atas instansi/lembaga. Revisi yang harusnya dilakukan pada
mekanisme dan tahapan dalam kegiatan penelitian dan pengkajian.
Karakteristik lembaga dan penguasa

Melakukan perubahan struktur birokrasi pada Badan Litbang
Kemendagri, baik dengan cara mengusulkan percepatan impassing
pejabat struktural ke fungsional maupun penghapusan pejabat
struktural eselon 111 dan eselon 1V serta membuka alokasi PNS dengan
status peneliti agar sesuai dengan konsep lembaga fungsional pada

umumnya yaitu miskin struktur tetapi kaya fungsionalnya.
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